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  Perubahan regulasi Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 melalui 
terbitnya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun  1992 yang kemudian  diperbaharui 
dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun  1998, membuat suatu perubahan 
yang besar mengenai ketentuan jaminan. Pengertian jaminan mengalami perubahan 
dan  keharusan untuk meminta agunan  sudah tidak berlaku lagi. Dengan adanya 
perubahan regulasi tersebut maka dimungkinkan sebuah bank tidak diharuskan 
meminta agunan  dalam pemberian kreditnya.  
  Persaingan bisnis bank yang bertambah ketat dengan masuknya bank-bank 
swasta asing dan bertambahnya jumlah bank lokal yang bersama-sama mengejar 
target profit yang kian besar dari waktu ke waktu membuat bank harus melakukan 
terobosan-terobosan baru yang dapat membuka peluang usahanya.  Kredit tanpa 
agunan  (KTA) yang muncul setelah adanya regulasi perbankan UU No 7 tahun  1992 
memberi peluang  dan janji bagi  calon debitur menginginkan proses kredit  yang 
cepat, mudah  dengan tanpa dipusingkan dengan kendala agunan. Pihak bank tentu 
saja harus memberi perhatian lebih terhadap bisnis ini yang membuat resiko kredit 
bank semakin besar. Untuk meminimalisir resiko kredit tersebut maka pihak bank 
harus  menerapkan prinsip kehati-hatian. 
 
Kata kunci:  peraturan perundang-undangan,   kredit tanpa agunan, prinsip kehati- 








 Changes in regulation of the Act No. 14 of 1967 concerning banking  
through the issuance of Law No. 7 1992 which was renewed by Law No. 10 of 1998 
on banking, making a large change regarding guarantee coverage. Understanding 
guarantee change and the need to ask for collateral is no longer valid. With the change 
in the regulations it is possible a bank is not required to ask for collateral in granting 
credit. 
 Competition increased bank business strictly with the entry of foreign 
private banks and the growing number of local banks jointly pursue an increasingly 
large profit targets from time to time make the bank must perform new breakthroughs 
that can unlock their business opportunities. Unsecured loans  (KTA), which emerged 
after the banking regulations of Law No. 7 of 1992 gave opportunity and promise for 
potential  credit borrowers want  the credit process  fast, easy with no mess around 
with the constraint of collateral. The bank of course have to pay more attention to 
these businesses that makes the credit risk of banks getting bigger. To minimize the 
credit risk, the bank should apply the principle of prudence. 
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a. Latar belakang dari perubahan UU No. 14 tahun 1967  menjadi   Undang 
undang Perbankan  No. 7 tahun 1992 yang berhubungan dengan pemberian 
kredit tanpa agunan dilandasi oleh beberapa hal,  terutama  agar bank-bank di 
Indonesia  lebih dapat  menjalankan fungsinya  sebagai suatu wahana yang 
dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan 
efisien, yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat  tidak terkecuali  
pelayanan perkreditan yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi 
lemah/pengusaha kecil yang  banyak terkendala oleh masalah agunan. Dengan 
adanya perubahan regulasi tersebut mereka dapat  memiliki akses untuk 
mendapatkan kredit   sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan 
dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang   
berasaskan demokrasi ekonomi dan semakin dihadapkan pada tantangan 
perkembangan perekonomian internasional. 
b. Kredit tanpa agunan mengandung resiko yang besar bagi bank karena tanpa 
disertai  dengan jaminan material/agunan. Oleh karena itu diperlukan 
penerapan  prinsip ke hati-hatian  dengan melakukan serangkaian analisa pada 
setiap tahap proses kredit, dari proses permohonan, proses analisa,  proses 
persetujuan, sampai pelunasan kredit serta dokumentasi pengarsipannya. 
Analisa yang mendalam  terhadap debitur akan menyaring seminimal mungkin 
calon debitur yang berpotensi bermasalah sedangkan penerapan prinsip kehati-
hatian pada setiap proses atau  tahapan kredit akan menutup segala celah yang 
dapat memungkinkan debitur menghindari kewajibannya ketika sudah 
bermasalah.  
  
c. Ditengah persaingan yang ketat dalam pemberian KTA, pihak pemerintah  
harus tetap memonitor pelaksanaan dan  kebijakan  bank, agar tetap mematuhi 
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk 
mencegah bank terhindar dari praktek-praktek perbankan yang tidak sehat dan 
jauh dari prinsip kehatian-hatian. Selain itu  pemerintah harus juga mendukung 
pihak perbankan agar dapat terhindar dari resiko kredit  yang di sebabkan  
tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya atau 
mengalihkan kewajibannya kepihak lain. 
2. Saran 
a. Produk KTA merupakan suatu contoh  produk yang muncul  dari adanya suatu 
kesempatan dari perubahan regulasi perbankan   agar bank-bank di Indonesia 
kembali kepada definisinya  untuk   menjalankan fungsinya  sebagai suatu 
wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan 
mendukung  pembangunan  guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak.  Oleh 
karena itu hendaknya pihak perbankan pemerintah dan swasta nasional di 
Indonesia  tidak saja menggunakan produk ini hanya sebagai sarana untuk 
mengejar keuntungan tetapi juga berusaha untuk melakukan perluasan akses 
kredit terutama bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil yang 
kadangkala terkendala dengan agunan serta juga melakukan pembinaan, 
bantuan dan pemberdayaan kepada masyarakat ekonomi lemah/pengusaha 
kecil tersebut agar dapat bertumbuh  semakin kuat dan berkembang sehingga 
dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. 
b. Pemberian produk KTA menuntut suatu perubahan sikap dari perilaku dari 
perbankan di Indonesia yang dalam pemberian kreditnya sebelumnya  aman  
dalam lindungan regulasi  jaminan yang berbentuk agunan. Oleh karena itu 
  
perlu dilakukan perubahan dan pengembangan kebijakan pemberian kredit dari 
perbankan itu sendiri beserta  sumber daya manusianya agar lebih mampu 
meningkatkan daya inovasi dan  analisisnya secara efisien dan efektif secara 
profesional dan beritikad baik dengan berlandaskan pada peraturan dan  
perundang-undangan yang berlaku  sebagai penerapan dari prinsip kehati-
hatian.  
c. Pemerintah diharapkan dapat mendukung pihak perbankan  dalam 
melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit tanpa agunan  
dengan menyediakan informasi BI checking yang menyeluruh terhadap 
kolektibilitas debitur  yang  memperoleh kredit dari  seluruh perbankan dan 
lembaga pembiayaan lainnya. Sehingga debitur yang bermasalah dan atau 
pernah bermasalah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk mendapatkan  
kredit  sampai kewajibannya terselesaikan.   
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